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PRESIDEN
REFUBLIK INDOMNESIA

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN TAHUN 2019-2024

ﬁ 7 Instansi _ 1|
) Keluaran ki Waktu e ok | Instansi
No. Program Kegiatan | Bl e nasn ggung . i
| | | _ . Jawab |
A. PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOORDINASI, DAN INFRASTRUKTUR
1. |Penguatan data 1.1. Penyusunan pedoman | Tersusunnya pedoman 2019 Kementerian 1. Kementerian
dasar perkebunan pendataan pekebun pendataan pekebun di Pertanian _L.zm#czmmz
kelapa sawit untuk tingkat nasional, Hidup dan
dukungan tata kelola provinsi, dan ) mmwcpmbmﬁ
perkebunan yang kabupaten /kota 2 WmEmE.E.ED
lebih baik Apraria dan Tata
Ruang/Badan
Pertanahan
_ Nasional

3. Kementerian ..
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No.

Program

Kegiatan Keluaran

Waktu
Pelaksanaan

Instansi

Penanggung
Jawab

Instansi
Pendukung

on

8.

. Kementerian

Perencanaan
Pembangunan
Nasional /Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

. Badan Informasi

reospasial

. Badan Pusat

Statistik

.Badan Pengelola

Dana Perkebunan
Kelapa Sawit

. Pemerintah

Provinsi
Pemerintah
Kabupaten/Kota

9. Pelaku ...
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e

i | . Walktu Instansi
No. Program Kegiatan Keluaran Pelakaiabit m.a..p-”“qmmn”um

Instansi
Pendukung

9. Pelaku Usaha

1.2. Melakukan Tersedianya [GT 2019 - 2024  Kementerian 1. Kementerian
pemutakhiran tutupan kebun kelapa Pertanian Lingkungan
Inlormasi Geospasial sawit yang termutakhir Hidup dan
Tematik (IGT) tutupan Kehutanan
kebun kelapa sawil 2. Kementerian

Agraria dan Tata
Ruang/Badan
Pertanahan
Nasional

[ _ 3. Badan Informasi
Geospasial
4. Badan Pusat
Statistik

5. Pemerintah
Provinsi

6. Pemerintah
_ L : . Kabupaten/Kota

7. Pelaku




Program

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

s

Kegiatan

Keluaran

1.3. Melakukan pendataan
pekebun dan
pcmetaan lokasi
kebunnya, vang
diperbarui secara
berkala

Salnan sesuy
dengan ashinva

v

1.3.1.Tersedianya data

pekebun dan peta
lokasi kebunnya
yvang diperbarui
secara berkala di
26 provinsi
penghasil kelapa
sawit

1.3.2. Tersedianya peta

indikatif dari
kebun-kebun
yvang sudah perlu
diremajakan di 21
provinsi

Waktu
Pelaksanaan

Instansi

Penanggung
L mﬂw_u

Instansi
Pendukung

7. Pelaku Usaha

2019 - 2024

2019 - 2024

Kementerian
Pertanian

i

3.

Kementerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang/Badan
Pertanahan
Nasional

Badan Informasi
Geospasial

5. Badan
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No.

Program

Kegiatan

Keluaran

N |

Pembinaan
penyelenggaraan
Informasi Geospasial
Tematik (IGT)
tutupan kebun
kelapa sawit

2.1.Kompilasi dan

pengintegrasian [GT

tutupan kebun sawit

dari berbagai

Kementerian /Lembaga

(K/L) terkait
perkebunan kelapa
sawil

enga

Salinan sesuai 1_

1

n asfinya
A

Tersedianya IGT

Waktu
Pelaksanaa

Instansi
Penanggung
Jawab

Instansi
Pendukung

tutupan kebun sawit
yang terintegrasi

2019-2024

~1

Badan Pusat
Statistik

Badan Pcngelola
Dana
Perkebunan
Kelapa Sawit
Pemerintah
Provinsi
Pemenntah
Kabupaten/Kota

Pelaku Usaha

Badan Informasi
reospasial

Kementerian
Pertanian
Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang /Badan
Pertanahan
Nasional

3. Kementerian ...
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No.

Kegiatan

Waktu
Pelaksanaan

Instansi

Penanggung
Jawab

Instansi
Pendukung

2.2.Menyvusun pedoman Tersedianva pedoman
atau Norma, Standar, atau NSPK pemetlaan
Prosedur, dan Kriteria | partisipatif
{(NSPK) pemelaan
partisipatif

Salinan sesua _

dengan ashingi

L_._.

2021

Badan Informasi
Geospasial

5]

Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Kementerian
Dalam Negeri
Pemeriniah
Provinsi
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Pelaku Usaha

il

Kementerian
Pertanian

Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang/Badan
Pertanahan
Nasional

3. Kementerian ...




No.

Program

Kegiatan

PRESIDEN
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=G

Keluaran

Waktu

' Pelaksanaan |

Instansi

Penanggung
Jawab

Instansi
Pendukung

'2.3.Melakukan pelatihan

pcmetaan partisipatif
bagi organisasi
perangkal daerah
terkait, perusahaan
dan masyarakal di
lokasi perkebunan

2.3.1.Tersedianya
fasilitator
pemetaan
partisipatif

2.3.2. Terlaksananya
pemetaan
partisipatif di
daerah
percontohan

Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Kementerian
Dalam Negeri

. Pemerintah

Provinsi
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Pelaku Usaha

2020-2024

2020-2024

Badan Informasi
Geospasial

Kementerian
Pertanian
Kementerian
Agraria dan Tata |
Ruang/Badan
Pertanahan
Nasional

w
Saliman sesiea

aﬁé.@ it

3. Kementerian ...
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Program

Kegiatan

L

3
_‘ Salman sesuai

dengan ashinva

| Peningkatan

sosialisasi regulasi
dan kebijakan
terkait usaha
perkebunan kelapa
sawit berkelanjutan
bagi pekebun dan
pemangku
kepentingan lainnya

3.1.Menyusun strategi
komunikasi dan
rencana sosialisasi
vang cfektif bagi
pekebun dan para
pemangku
kepentingan lainnyva
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Keluaran Wdkn m M_M_“pmm_”num”u
Pelaksanaan | ggung
. Jawab
Terbitnya strategi 2019-2024 | Kementerian
komunikasi dan Pertanian

rencana sosialisasi
peraturan dan
kebijakan yang terkait
dengan usaha
perkebunan kelapa
sawit berkelanjutan di
26 provinsi penghasil
kelapa sawit secara
berkala

[ &

Instansi
Pendukung

Kementerian

Lingkungan
Hidup dan
Kchutanan
Pemerintah
Provinsi
Pemerintah
Kabupaten /Kota
Pelaku Usaha

3

Kementerian
Dalam Negeri
Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang/Badan
Pertanahan
Nasional

4. Kementerian
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Waktu

el 0 Pelaksanaan

Instansi
Penanggung
Jawab

Sahnan znw_._.»__.

dengan aslinva

N ;

S

Instansi

'Pendukung

2k

. Kementerian

Komunikasi dan
Informatika

. Kementerian

Kelenagakerjaan

. Badan Pengelola

Dana
Perkebunan
Kelapa Sawit

. Pemerintah

Provinsi

. Pemerintah

Kabupaten/Kota

Pelaku Usaha |

3.2. Melaksanakan ...



" |
- -
6., L5
FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PR

o

—
Salinan scsum
dengan ashinya

i —

-10-
| . ° ! _ Waktu Instansi Tnakanas
No. Program Kegiatan Keluaran . Pelaksanaan SOnanceung Pendukung
Jawab
3.2.Melaksanakan Terselenggaranya 2019 - 2024 | Kementerian 1. Kementerian
sosialisasi regulasi sosialisasi regulasi dan Pertanian Dalam Zm,mm_._
dan kebijakan sesuail | kebijakan sesuai 2. Kementerian
strategi komunikasi strategi komunikasi dan Lingkungan
dan rencana rencana sosialisasi di Hidup dan
sosialisasi tingkat pusat dan di 26 Kehutanan
provinsi penghasil 3. Kemenlerian
kelapa sawit secara Agraria dan Tata
berkala Ruang,/Badan
Pertanahan
Nasional
4. Kemenlerian
Komunikasi dan
Informatika
5. Kementerian
Ketenagakerjaan
B. Badan Pengelola

Dana
Perkebunan
Kelapa Sawit

7. Pemerintah ...
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Instansi .
4 Waktu Instansi
No. Program Kegiatan Keluaran AR Penanggung Pendukung
. Jawab WA
. 7. Pemerintah
Provinsi
8. Pemerintah
Kabupaten/Kota
9. Pelaku Usaha
4. | Peningkatan | 4.1.Sinkronisasi kebijakan | Kebijakan yang sudah 2019 - 2024 | Kementerian 1. Kemenierian
sinergitas antar usaha perkebunan disinkronisasi Koordinator Pertanian
kementerian/ kelapa sawit yang Bidang 2. Kementerian
lembaga/pemerintah dilakukan sccara Perekonomian Lingkungan
daerah dalam berkala Hidup dan
hubungannya Kehutanan
dengan usaha 3. Kementerian
ﬂwn._uﬂm_u-..:uﬂn._. _Hﬂ—m.—uﬂ }mﬂmim dan Tata
sawit Ruang/Badan
Pertanahan
Masional
4. Kementerian
| Perdagangan

5, Kementerian ...
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Waktu _ e Instansi
No. Program Kegiatan Keluaran Penanggung Pendukung

Pela {
ksanaan | Jawab |

5. Kementerian
Dalam Negeri

6. Badan Pengelola
Dana
Perkebunan

. Kelapa Sawit

4.2 Sinkronisasi data dan | Tersedianya data dan 2019 - 2024 | Kementerian l. Kementerian
informasi pada informasi vang telah Koordinator Perencanaan
masing-masing disinkronisasi pada Bidang Pembangunan
kementerian/lembaga | masing-masing Perekonomian Nasional/Badan

kementerian,/lembaga Perencanaan

_ Permmbangunan

Nasional

2. Kementerian

_ Keuangan

3. Kementerian
Pertanian

4. Kementerian ...

Salingn pesud
dengan felinva
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Salinan sesuai

Kegiatan Keluaran

Waktu
Pelaksanaan

Instansi
Penanggung
Jawab

Instansi
Pendukung

dengan aslifiva

Kementerian
Linglungan
Hidup dan
Kehutanan
Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang/Badan
Pertanahan
Nasional
Kementerian
Perdagangan
Kementerian
Dalam Negeri

Badan Pengelola
Dana
Perkebunan
Kelapa Sawit
Badan Informasi
icospasial

10. Badan
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_ Waktu phimthy Instansi
No. | Program Kegiatan _ K )
i _ g | sluaran Pelaksanaan PenaRggung Pendukung
A £ B e N T, G i Jawab
10. Badan Pusat
Statistik
11. Pemerintah
Provinsi
12. Permerintah
] Kabupaten/Kota
5. | Pembentukan tim Membentuk tim pelaksana | Terbentuknya tim 2020 1. Pemerintah 1. Kementerian
| pelaksana daerah daerah dalam bentuk pelaksana daerah dalam Provinsi Pertanian
dalam bentuk forum | forum multi pihak kelapa | bentuk forum multi B Drmesetaty i e
multi pihak kelapa | sawit berkelanjutan di pihak kelapa sawit Kabupaten/Kota _ Dalai annb
sawit berkelanjutan | tingkat provinsi dan berkelanjutan di 26 .
di tingkat provinsi | kabupaten/kota penghasil | provinsi penghasil 3. Felaku Usaha
dan kabupaten/kota | kelapa sawit kelapa sawit
penghasil kelapa
sawit

6. Pembangunan ...



%

S &wf
gy,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

\ﬂﬁrﬁr

-15-
No. Program Kegiatan Keluaran
6. Pembangunan dan Membangun dan Terbangunnya jalan

peningkatan jalan
untuk mendukung
peningkatan kualitas
usaha perkebunan
kelapa sawit

Salinan sefim

tengan aglinva

meningkatkan kualitas
jalan vang diperlukan di
kabupaten/kola penghasil
kelapa sawit

yvang memenuhi standar |

di kabupaten/kota
penghasil kelapa sawit

Instansi
Waktu Pl bmun Instansi
Pelaksanaan | sgung Pendukung
iy [ Lnﬂ,.m_... !
2019 - 2024 | Kementerian Kementerian

Pekerjaan Umum
dan Perumahan
Rakyat

Dalam Negeri
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
Kementerian
Pertanian

Kementerian
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal dan
Transmigrasi

5. Badan .
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No. Program

Kegiatan

Keluaran

Waktu
Pelaksanaan

m Instansi
. Penanggung
“ Jawab

7. | Peningkatan
kepatuhan hukum
bagi pelaku usaha
dalam usaha
perkebunan kelapa
sawit secara
koordinatif

7.1.Membentuk kelompok
kerja antar instansi
dalam upaya
peningkatan
kepatuhan hukum

Terbentuknya kelompok
kerja antar instansi
dalam upaya
peningkatan kepatuhan
hukum

2020

Instansi
Pendukung

Badan Pengclela
Dana
Perkebunan
Kelapa Sawil
Pemerintah
Provinsi

Pemerintah
Kabupaten/Kota

Kementerian
Pertanian

Salinan scpum
dengan asfinyy

L

Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Kementerian
Agrania dan Tata
Ruang/Badan
Pertanahan
Nasional

3. Kementerian
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_ Instansi .
| Waktu Wi il Instansi
|

. Kesiat Kel o
No. Program egiatan eluaran enanggung Bendakisp

Pelaksanaan

Jawab

3. Kementerian
Kelenagakerjaan
4. Pemerintah
Provinsi
Pemerintah
Kabupaten/Kota

9

7.2.Meningkatkan jumlah | Meningkatnya jumlah 2020 - 2024 | Kementerian 1. Kementerian
dan kompetensi dan kompetensi PPNS Pertanian Lingkungan
Penyidik Pegawai | dari 28 orang menjadi Hidup dan
Negeri Sipil (PPNS) 100 orang PPNS untuk Kehutlanan
21 provinsi 2. Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang/Badan
Pertanahan
Nasional
3. Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi
i Birokrasi

_l Salinan scsyal :
5@”&: 4. Kementerian



No.

£

PRESIDEN
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S

Program

Kegiatan

Keluaran

Waktu
Pelaksanaan

Instansi

Penanggung
Jawab

Instansi
Pendukung

8.

Salin

e

|w. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN

_ Peningkatan
kapasitas dan
kapabilitas pekebun
dalam penggunaan

| benih bersertifikat

8.1. Mclakukan sosialisasi | Terselenggaranya
tentang penggunaan
benih bersertifikat

bagi pekebun

. Kementerian

Hukum dan Hak
Asasi Manusia

. Kepolisian

Republik
Indonesia

. Kejaksaan

Republik
Indonesia

. Pemerintah

Provinsi

. Pemerintah

Kabupaten/Kota

sosialisasi tentang
penggunaan benih
bersertifikat di 21

provinsi

an syl
denpan E.&:.z.q_
-

[ 2019 - 2024 | Kementerian
Pertanian

Badan Pengelola
Dana Perkebunan
Kelapa Sawit

2. Pemerintah




No.

Program

Kegiatan

r

Salinan sepua
dengan agfinyva

8.2, Mclakukan sosialisasi

program kemitraan
antara:

a. produsen benih
vang memiliki
kebun sumber
benih

b. produsen benih
yvang membesarkan
benih dan/atau

c.BUMN ﬂﬁﬂrmsﬁ:mm

e
%

2w
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REPUBLIK INDONESIA

219
Keluaran Wakta P ik
Pelaksanaan enanggung
) Jawab
Terselenggaranya 2020-2024  Kementerian
sosialisasi program Pertanian

kemitraan di 21 provinsi

antara:

a. produsen benih yang
memiliki kebun
sumber benih

b. produsen benih yang
membesarkan benih
dan/atau

c. BUMN Perkebunan

Instansi
Pendukung

2. Pemerintah
Provinsi

3. Pemerintah
Kabupaten/Kota

4. Pelaku Usaha

1. Kementerian
Badan Usaha
Milik Negara

2. Pemerintah
Provinsi

3. Pemerintah
Kabupaten/Kota

4. Pelaku Usaha
Perusahaan
Produsen Benih

8.3. Mengembangkan
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No.

Program

Kegiatan

8.3. Mengembangkan
program ketnitraan
anlara:

a. produsen benih
yvang memiliki
kebun sumber
benih;

b. produsen benih
yang
membesarkan
benih; dan/atau

c. BUMN
Perkebunan

_‘ Salinan sepuai
_._.n:w.drsm...&

-20-
I ;
Keluaran Wektu ﬁm“M”m i
| Pelaksanaan ggung
U _ | Jawab
Terjalinnya kerja sama 2019-2024 | Kementerian
kemitraan di 21 provinsi Pertanian

antara:

a. produsecn benih yvang
memiliki kebun
sumber benih;

b. produsen benih yang
membesarkan benih;
dan/atau

c. BUMN Perkebunan

Instansi
Pendukung

Kementerian
Badan Usaha
Milik Negara
Pemerintah
Provinsi
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Pelaku Usaha
Perusahaan
Produsen Benih

8.4, Memfasilitasi
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Instansi

Waktu Panas
Pelaksanaan ggung
...... Jawab
2019-2024 | Kementerian
Pertanian
2019-2024  Kementerian
Pertanian

i
No. Program Kegiatan Keluaran
&.4. Memfasilitasi Terwujudnyva perjanjian
peningkatan antara produsen benih
komitmen produsen yang membesarkan
benih yang benih siap salur dengan
membesarkan benih produsen benih yvang
siap salur untuk memiliki kebun sumber
menjual benih benih untuk menjual
bersertifikat benih bersertifikat di 21
provinsi
8.5. Mecningkatkan Terlaksananva
pengawasan dalam penyediaan dan
penyediaan dan peredaran benih
peredaran benih bersertifikat sampai
bersertifikat sampai lokasi tanam di 21
lokasi tanam provinsi secara berkala
m".___.nw_._ st

Instansi
Pendukung

Kementerian
Badan Usaha
Milik Negara

Pemerintah
Provinsi
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Pelaku Usaha

Perusahaan
Produsen Benih

Pemerintah
Provinsi

Pemerintah
Kabupaten/Kota

9. Peningkatan
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N Program Kegiatan Keluaran Jar wnm_.uumm_“h ﬂmmu Instonss
o S _ i Pelaksanaan ggung Pendukung
| Jawab 10 i
i _ i bt e _ - : bt
9. | Peningkatan 9.1. Menyusun pedoman Tersusunnya pedoman 2020 Kementerian 1. Pemerintah
kapasitas dan | teknis pemantauan teknis pemantauan dan Pertanian Provinsi
kapabilitas pekebun dan evaluasi evaluasi penerapan D P am e
dalam menerapkan penerapan hasil | hasil pelatihan GAP Kabupaten,/Kota
praktik budidaya pelatihan GAP e
yang baik (Good -~ _ 3. Pelaku Usahs |
Agricultural 9.2. Melakukan pelatthan | Terlaksananya 2020 - 2024 | Kementerian 1. Badan Pengelola
Practices / GAP) GAP di tingkat provinsi | pelatihan GAP di tingkat Pertanian Dana Perkebunan
dan kabupaten/kola nasional dan provinsi Kelapa Sawit
baik oleh pemerintah, | baik oleh pemerintah, 9 DPernatimta
maupun kemitraan maupun kemilraan para Pronins:
i sccare ihak secars iodik. _
ﬂwﬁ”ﬂ %“me sccara pihak secara periodi 5 Pomerinaan
. Kabupaten/Kotla
s o 4. Pelaku Usaha |
9.3. Meningkatkan Meningkatnya 2020 - 2024 | Kementerian 1. Badan Pengelola
penyvelenggaraan kompetensi dibidang Pertanian Dana Perkebunan

sertifikasi kompetensi
dibidang perkebunan
kelapa sawit

perkebunan kelapa
sawil

Kelapa Sawil

2. Pemerintah
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| Waktu LTS Instansi |
No. | i
o | Program Kegiatan Keluaran Polib i iias 1..w=u.=_mm.nﬂm Pepdukung
| TR AL | Jawab LA
. 2. Pemerintah
Provinsi
_ 3. Pemerintah
| Kabupaten/Kola
. 4. Pelaku Usaha
9.4, Menyelengearakan Terlaksananva kegiatan =~ 2020 - 2024 | Kemenlerian | 1. Pemerintah
penyuluhan tentang penyuluhan tentang Pertanian Provinsi
prinsip GAP bagi prinsip GAP pada 500 3 Petnetintah
pekebun kelompok pekebun di Kabupaten /Kota
| 21 provinsi
RESYE 3. Pelaku Usaha
10. | Peningkatan akses 10.1. Meningkatkan Terlaksananya 2019 - 2024 | Kementerian 1. Kementerian
pendanaan sosialisasi akses sosialisasi tentang Pertanian Keuangan
peremajaan tanaman pendanaan darl aleses pendanaan dari S e
bagi pekebun perbankan/ _.nE_ummm perbankan/ m.na_ummm. Badan Usaha
keuangan lamnya keuangan lainnya, di 21 Milik Negara

Salinan sesuai

deagan aslipva

provinsi.

3. Pemerintah
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kemampuan
pekebun dalam
memenuhi
persvaratan untuk
mendapatkan
rekomendasi teknis
peremajaan kelapa
sawit rakvat

pekebun yang mampu
memenuhi persyaratan
untuk mendapatkan
rekomendasi teknis
peremajaan kelapa
sawit rakyat di 21
provinsi

Pertanian

4.
N p PP Kel Waktu vh“wmwwumn Instansi
0. rogram egiatan eluaran Pelalsaranm ggung Bandukung
Jawab : i
' 3. Pemerintah
Provinsi
4. Pcmerintah
Kabupaten/Kota
5. Pelaku Usaha
10.2. Meningkatkan Meningkatnya jumlah 2019 - 2024 | Kementerian 1. Kemenferian

Badan Usaha
Milik Negara

ool

. Badan Pengelola
Dana Perkebunan
Kelapa Sawit

3. Pemerintah
Provinsi

4. Pemerintah
Kabupaten/Kota

5. Pelaku Usaha

10.3. Meningkatkan




denpan asljhya

[y

?\a&ﬁm

PRESIDEN
REPUBLIK INDONMNESIA

5.
| H =
Kegiatan Keluaran Wawsta | m_.n“.mmwm.uwuu st
8 Pelaksanaan ggung Pendukung
o L et Ll AL FLIILE CALTEL LA '-panv
10.3. Meningkatkan Meningkatnya 2019 - 2024  Kementerian 1. Kementerian |
dukungan dana dukungan ketersediaan Pertanian Koordinator
Peremajaan Sawitl dana untuk PSR dari Bidang
Rakyat (PSR) dengan | Badan Pengelola Dana Perelkkonomian
mempertimbangkan | Perkebunan Kelapa 2. Badan Pengelola
kelersediaan dana Sawil (BPDPKS) dan Dana Perkebunai
sumber lain vang sah Kelapa Sawit
3. Pelaku Usaha
10.4. Meningkatkan Meningkatnya realisasi | 2019 - 2024 | Kementerian 1. Kementerian
kelancaran dalam penyaluran dana Pertanian Koordinator
penyaluran dana peremajaan kepada Bidang
PSR kepada pckebun  pekebun di 21 provinsi Perckonomian
2. Kementerian

3

Badan Usaha
Milik Negara
Pemerintah
Provinsi

4. Pemerinitah ...
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10.5. Melakukan evaluasi

pemanfaatan dana
peremajaan sawit

rakyat

26-
| Instansi ]
Keluaran Wakty Penanggun Histans
Pelaksanaan g Pendukung
T Jawab ig
4, Pemerintah
Kabupaten/Kota
5. Badan Pengelola
Dana Perkebunan
Kelapa Sawit
6. Pelaku Usaha
Tersedianya laporan 2019 - 2024 | Kementerian 1. Kementerian
evaluasi permasalahan Pertanian Badan Usaha
dan rekomendasi Milik Negara
usulan tindak lanjut 2. Badan Pengelola
terkait pemanfaatan Dana Perkebunan
dana peremajaan sawit | Kelapa Sawit
rakyat di 21 insi :
4 <d proRins] 3. Pemecrintah
Provinsi
4. Pemerintah
Kabupaten/Kota
| 5. Pelaku Usaha

11. Percepatan ...
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Saliman sesual

Usaha Milik Desa
(BUMDES) di 26
provinsi
penghasil kelapa
sawit

,.__._:“..H%_E,.x

27-
e L Waktu x psang) Instansi
i il P s T Pelaksanaan enanggung Pendukung
. ! Jawab
"11. | Percepatan 11.1. Sosialisasi dan 11.1.1. Terlaksananya 2019 - 2023 | Kementerian 1. Kementerian
pembentukan dan bimbingan dalam sosialisasi dan Pertanian Koperasi & Usaha
penguatan pembentukan bimbingan Kecil dan
kelembagaan kelembagaan dalam Menengah
pekebun pekebun pembentukan 2. Kementerian
kelembagaan Dalam Negeri
pekebun di 26 3. Kementerian
provinsi Desa,
penghasil kelapa Pembangunan
sawit secara Dacrah
berkala Tertinggal, dan
11.1.2. Terbentuknya Transmigrasi
lemnbaga pekebun | 2019 - 2023 4. Pemerintah
vang berbadan Provinsi
hukum dalam 5. Pemerintah
bentuk Koperasi, Kabupaten/Kota
dan/atau Badan 6. Pelaku Usaha

11.2. Memperkuat ...
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Waktu Instansi
Ke Kel | |
Einton i | Pelaksanaan Peaanggung Pendukung
| Jawab |
11.2. Memperkuat Meningkatnya 2019 - 2024 | Kementerian Kementerian
kelembagaan kemampuan manajerial Pertanian Koperasi & Usaha
pekebun pengurus lembaga Kecil dan
pekebun dalam Menengah
mengelola usaha di 26 Kerenician

Sahinen sespai
dengan ashiva

provinsi penghasil

kelapa sawit secara

herkala

Dalam Negeri

Kemenlerian
Desa,
Pembangunan
Dacrah
Tertinggal, dan
Transmigrasi

Pemerintah
Provinsi

Pemerintah
Kabupaten /Kota

. Pelaku Usaha

11.3. Menyusun .
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. Instansi
Waktu . Instansi
_ No. Program Keglatan Rakaran Pelaksanaan Tmu.u.—“ﬂmun”um Pendukung
7 11.3. Menyusun petunjuk | Tersedianya petunjuk 2020 Kemenlerian 1. Kementerian
teknis jual beli teknis jual beli TBS Pertanian Perdagangan
Tandan Buah Segar | kelapa sawit produksi 2. Kementerian
(TBS) kelapa sawit pekebun [Jalam Negen
produksi pekebun 3. Pemerintah
Provinsi
4. Pemerintah
Kabupaten/Kota
5. Pelaku Usaha
11.4. Melakulan Tersedianya laporan 2019 - 2024  Kementerian 1. Kementerian
pemantauan dan rekomendasi hasil Pertanian Koperasi & Usaha

evaluasi kemitraan
usaha antara
perusahaan dan
lembaga pckebun

pemantauan dan
evaluasi kemitraan
usaha antara
perusahaan dan
lembaga pekebun
sccara berkala di 26
provinsi penghasil
kelapa sawit

Kecil dan
Menengah

2, Kementerian

Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal, dan
Transmigrasi

3. Pemerintah ...
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3. Pemerintah
Provinsi
4. Pemerintah
Kabupaten/Kota
_ 5. Peclaku Usaha
12. Peningkatan 12.1. Melakukan Tersedianya data 2018-2024 | Kemenlerian 1. Pemerintah
| penyuluhan pemutakhiran terkini jumlah tenaga Pertanian Provinsi
pertanian di jumlah tenaga penyuluh pertanian 2. Pemerintah
kawasan sentra penyuluh pertanian | bidang perkebunan Kabupaten/Kota
produksi kelapa bidang perkebunan | meliputi ASN, swadaya
sawit meliputi Aparatur masyarakat, dan 4. Pelaku Usaha
Sipil Negara (ASN}, perusahaan di 26
swadaya provinsi penghasil
masyarakat, dan kelapa sawit
perusahaan secara
berkala
I .

12.2. Meningkatkan ...

_ Salinan sesfai
| dengan aslifa
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Instansi
Waktu
No. Program Kegiatan a Keluaran PolikisiAnan Penanggung
| TR Jawab
12.2. Meningkatkan Meningkatnya jumlah 2019-2024 | Kementerian
jumlah pelatihan pelatihan bagi Pertanian
untuk meningkatkan | penyuluh pertanian
kompetensi bidang perkebunan di
penyvuluh pertanian 26 provinsi penghasil
bidang perkebunan kelapa sawit secara
meliputi ASN, berkala
swadaya
_ masyarakat, dan
perusahaan
12.3. Meningkatkan peran | Terlaksananya 2019 - 2024 | Kementerian
serta pernyuluh penyuluhan kepada Pertanian

aanﬁ_ nvi

swadava masyarakat
dan perusahaan
dalam penyuluhan
bagi pekebun kelapa
sawil

pekebun kelapa sawil
oleh penyuluh swadaya
masyarakat dan
perusahaan di 26
provinsi penghasil
kelapa sawit secara
berkala

Instansi
Pendukung

Kementlernan
Dalam Negeri

Pemerintah
Provinsi
Pemerintah
Kabupaten /Kota
Pelalku Usaha

Pemerintah
Provinsi

Pemerintah
Kabupaten/Kota

Pelaku Usaha

12.4. Melakukan .
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Waktu Instansi
No. Program Kegiatan Keluaran ggu
No gra E | Pelaksanaan Penangsung Pendukung
A ¢ il i I Jawab ‘
12.4. Melakukan Tersedianya BPP vang 2020 - 2024  Kementerian 1. Pemerintah
penguatan peran memiliki kemampuan Pertanian Provinsi
Balai Penyuluhan dalam mendukung .
Pertanian (BPP) j . 2. Pemerintah
! kegiatan penyvuluhan Kabupaten /Kota
sebagai salah satu perkebunan kelapa s
pusat kegiatan sawit di 26 provinsi 3. Pelaku Usaha
penyuluhan penghasil kelapa sawit
perkebunan kelapa
sawit
C. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN | =i
13. | Peningkatan upaya 13.1. Menvusun regulasi Terbitnya regulasi | 2019 - 2020 | Kementerian 1. Kementerian
konservasi perlindungan perlindungan KEE dan Lingkungan Hidup Pertanian
keanekaragaman Kawasan Ekosistem | pedoman tcknis ABKT dan Kehutanan 2. Kementerian
hayati dan lanskap Esensial (KEE) dan Agrarix dam ot
perkebunan pedoman teknis Ruang/Badan
pemantauan Pertanahan
pelaksanaan Areal Nasionil
f Bernilai Konservasi
- Tinggi (ABKT)
Salinan sey 3. Badan ...
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_ Pelaksanaan 3 Pendukung
= mLEAER pﬂﬂ.’ ST
3. Badan Restorasi
sambut
4. Pemerintah
Provinsi
5. Pemerintah
Kabupaten/Kota
R = : . b. Pelaku Usaha
13.2. Pemantauan dan 13.2.1.Tersedianya 2019 - 2024 | Kementerian 1. Kementerian
_ evaluasi . laporan hasil Lingkungan Hidup Pertanian
pengelolaan pemantauan dan dan Kehutanan 9 Kemenlerian
keanckaragaman evaluasi secara Aoveiiic e Tils
hayati di areal berkelanjutan mﬂmﬂm {Badan
perkebunan pengelolaan Bertnrebias
secara keanekaragaman _ Makionial
berkelanjutan hayati di 26 .
provinsi penghasil i _.uﬁdw_dimr
_ kelapa sawil Provinsi
I 13.2.2 Tersedianya data | 2019 - 2024 o meiney
| 7 k  umlah Kabupaten/Kota
Salman sepuai perusa haan

den flw:ﬂ._
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i s i Shran T Pelaksanaan | e Pendukung
i Jawab !
perusahaan yang
mengelola
keanekaragaman
hayati vang
berada di dalam
arcal usaha
perkebunan
13.3. Melakukan Terselenggaranya 2019 - 2024 | Kementerian 1. Kementerian
soslalisasi KEE dan | sosialisasi tentang KEE Lingkungan Hidup Perlanian
kawasan lindung dan kawasan lindung dan Kehutanan 2. Kemenlterian
untuk pemerintah untuk pemerintah Agraria dan Tala
provinsi dan provinsi dan Ruang/Badan
kabupaten/kota kabupaten /kota Pertanahan
penghasil kelapa sawit Nasional
di1 26 provinsi penghasil 3. Pemerintah
kelapa sawit Provinsi
4. Pemerintah
Kabupaten/Kota
2. Pelaku Usaha

13.4. Meningkatkan ...
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_ Instansi
_ ; Waktu Instansi
No. Program _ Kegiatan Keluaran ggun
gr _ & Pelaksanaan Fenan g Pendukung
i _ _ Jawab i
_ 13.4. Meningkatkan Meningkatnya jumlah 2019-2024 | Kementerian 1. Kementerian
_ jumlah Forum Forum Kolaborasi Lingkungan Hidup Pertanian
Kolaborasi yang pengelola KEE dan dan Kehutanan % KA e
bertanggung jawab meﬁnﬁ.:,m gaman .me_mﬁ _ Agraria dan Tata
dalam pengelolaan d1 tingkat provinsi dan Ruang,/Badan
KEE dan kabupaten penghasil Pertaa-han
keanekaragaman kelapa sawil yang Nasional
hayati di tingkat memiliki peran sccara ; :
provinsi dan efektif dari 48 menjadi 3. Badan Reatoras
kabupaten/kota 83 forum iambut
4. Pemerintah
Provinsi
| 5. Pemerintah
Kabupaten/Kota
6. Pelaku Usaha
- 13.5. Meningkatkan
Salinan seqpa

dengan aslinva
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‘l _ Instansi
_ Waktu Instansi
No. Program Kegiatan _ Keluaran Pelakeanans m.aﬂwamm‘...:m Pe ik
_ | Jawab
_ _ 13.5. Meningkatkan peran | Terlaksananya peran 2019-2023 | Kementerian 1. Kementerian
sertla pelaku usaha serta pelaku usaha Lingkungan Midup : ﬁmimzﬁn.
perkebunan kelapa perkebunan kelapa dan Kehutanan 2. Kementerian
SR = T Agraria dan Tata
sawit dalam sawit dalam rehabilitasi
rehabilitasi Daerah DAS Ruang/Badan
Aliran Sungai (DAS) Pertanahan
Nasional
3. Pemerintah
Provinsi
4. Pemerintah
Kabupaten/Kota
. - = AL 5. Pelaku Usaha
13.60. Menyvusun pedoman [13.6.1.Tersedianya 2019 - 2020 | Kementerian 1. Kementerian
rencana dan pedoman rencana Lingkungan Hidup Pertanian
implementasi dan implementasi dan Kehutanan 5 R arHere T
perlindungan dan perlindungan dan Agraria dan Tata
pengelolaan restorasi pengelolaan Ruang/Badan
gambut oleh restorasi gambut Pertanahan
perusahaan dan oleh perusahaan Nasional
- pekebun dan pekebun di
Salinan sesuan ﬁﬂﬁis sl ...
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No. Program

Kegiatan

Keluaran

provinsi dan
kabupaten/kota
penghasil kelapa
sawil

13.6.2 Tersedianya
rencana dan
implementasi
perlindungan dan
pengelolaan
restorasi gambut
oleh perusahaan
dan pekebun di
provinsi dan
kabupaten/kcea
penghasil kelapa
sawit

14. | Pelaksanaan
pencegahan
kebakaran kebun

| dan’lahan

Salingn sesyu
_._.n:__w:»_., v

14.1 Memberikan
dukungan sarana
prasarana untuk
pekebun dalam

Tersedianya sarana
prasarana untuk
pekebun yang
menerapkan PLTB di

Waktu
Pelaksanaan

2019 - 2020

2020-2024

Instansi

Penanggung
Jawab

Instansi
Pendukung

3. Badan Restorasi
Gambut

4. Pemerintah
Provinsi

5. Pemerintah
Kabupaten/Kota

6. Pelaku Usaha

Kementenan
Pertanian

1. Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan

pencrapan .
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No. Program Kegiatan Keluaran Wa o Penanggung e
il Pelaksanaan Pendukung
_ AR AR L L)
penerapan provinsi dan Kemenlterian
Pembukaan Lahan kabupaten/kota Dalam Negeri
Tanpa Bakar (PLTB) penghasil kelapa sawit Badan Nasional
yvang rawan kebakaran Penanggulangan
secara berkelanjutan Bencana
Badan Restorasi
Gambut
Pemerintah
Provinsi
. Pemerintah
Kabupaten/Kota
. - [ Pelaku Usaha
14.2. Melakukan Tersedianya laporan 2019 - 2024 | Kementerian Kementerian
pemantauan dan pemantauan dan Pertanian Lingkungan
evaluasi pelaksanaan | evaluasi pelaksanaan Hidup dan
kewajiban setiap kewajiban setiap Kehutanan
perusahaan perusahaan perkebunan Badan Nasional
perkebunan untuk uniuk pengendalian Penanggulangan
pengendalian kebakaran lahan dan Bencana

kebakaran lahan dan
kebun

kebun

3. Badan ...
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Salinan acsja
dengan aslfnya

4G
Instansi {
Kegiatan Keluaran Waktn Penanggung i
Pelaksanaan _ Pendukung
v G
3. Badan Restorasi
Gambut
4. Pemerintah _
Provinsi
5. Pemerintah
Kabupaten/Kota
. 6. Pelaku Usaha
14.3. Meningkatkan kerja |14.3.1.Terbentuknya 2019 - 2024 Kementerian | 1. Kementerian
sama Kelompok Tani KTPA di sckitar Pertanian Lingkungan
Peduli Api (KTPA) perkebunan Hidup dan
vang terletak di kelapa sawit Kehutanan
sekitar perkebunan |14 3 3 Terlaksananva 2. Kemenlerian
kelapa sawit untuk kerja sama 2019 - 2024 _ Desa,
mencegah kebakaran perusahaan Pembangunan
lahan dan kebun perkebunan Daerah
kelapa sawit Tertinggal, dan
dengan KTPA Transmigrasi
yvang lerletak di 3. Badan Nasional
sekitar Penanggulangan
Bencana |

perkebunan ...
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ALY B | s V) ok Jawab
perkebunan 4. Badan Restorasi
kelapa sawit Gambut
untuk mencegah 5. Pemerintah
kebakaran lahan Provinsi
dan kebun 6. Pemerintah
Kabupaten/Kota
7. Pelaku Usaha
14.4. Menindaklanjuti Terlaksananya tindak 2019 - 2024 | Kementerian 1. Kementerian
hasil pemantauan lanjut hasil Pertanian Lingkungan
titik api (hotspot) pemantauan titik api Hidup dan
kebakaran lahan dan | (hotspot) kebakaran Kehutanan
kebun lahan dan kebun secara 2. Badan Nasional
berkala Penanggulangan
Bencana
3. Badan
“ Meteorologi,

Salinan sesuai

den mﬁ,ﬁ:wm

Klimatologi, dan
Geofisika

4. Lembaga ...
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A

Keluaran | Waltu
| Pelaksanaan

Instansi
Penanggung
Jawab

Instansi
Pendukung

. Lembaga

Penerbangan
dan Antariksa
Nasional

. Pemerintah

Provinsi

. Pemerintah

Kabupaten/Kota |

. Pelaku Usaha

14.5. Menyusun peraturan

terkait XTPA

Salinan sesufe
dengan aslyyi

Terbitnya peraturan 2019-2024

terkait KTPA

Kementerian

Pertanian

. Kementerian

Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Kementlerian
Desa,
Pembangunan
Dacrah
Tertinggal, dan
Transmigrasi

3. Kementerian



No. Program

Kegiatan

15. | Penurunan Emisi

| Gas Rumah Kaca
(GRK) secara lintas
sektor di kebun dan

lahan

_| Salinan pesuni
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15.1. Melakukan
penyempurnaan
pedoman standar
penghitungan dan
inventarisasi
simpanan karbon
dan emisi GRK di
perkebunan kelapa
sawit

49
Instansi
Waktu Instansi
Keluaran
Pelaksanaan Pendngeung Pendukung
Jawab R
3. Kemenlerian
Pertanian
4. Pemerintah
Provinsi
5. Pemerintah
Kabupaten /Kota
i 6. Pelaku Usaha
Terscdianva 2021-2024 | Kementerian 1. Kementerian
penyempurnaan Lingkungan Hidup Pertanian
pedoman standar dan Kehutanan B Rac:in Restoras
penghitungan dan Giambuit
inventarisasi simpanan 5 .
karbon dan emisi GREK 3. _mE.,.wH,_Emuﬁ
- di perkebunan kelapa Fimeing
sawil yang disepakati 4. Pemerintah
secara nasional dan Kabupaten,/Kota
diakui secara 5. Pelaku Usaha

internasional

15.2. Penyvusunan



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-43-
_ Instansi
_ : Waktu Instansi
No. Program Kegiatan Keluaran Pelaksanaan Penanggyng 'Pendukung
el Jawab
15.2. Penvusunan Tersedianya pedoman 2021-2024 | Kementerian 1. Kementerian
pedoman teknis teknis mitigasi emisi Lingkungan Hidup Pertanian
mitigasi emisi GRK di | GRK di sub scktor dan Kehutanan 2. Badan Restorasi
sub sektor perkebunan kelapa Gambut
perkebunan kelapa St 3. Pemerintah
sawil Provinsi
4. Pcmerintah
Kabupaten/Kota
) - 5. Pelaku Usaha
13.3. Melakukan Tersedianya laporan 2021-2024 | Kementerian 1. Kementerian
nventarisasi inventarisasi emisi GRK, Pertanian Linglkungan
simpanan karbon baseline, dan target Hidup dan
dan emisi GRK pada | penurunan cmisi pada Kehutanan
perkebunan sccara perkebunan secara ﬁ 2. Badan Restorasi
periodik periodik Gambut
3. Pemerintah
Provinsi
_ 4. Pemerintah
Kabupaten/Kota
L e ) ) B 5. Pelaku Usaha

Salimun fes

15.4. Menvusun ...

dengan Flinva
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_ Instansi
Kegiatan Keluaran “ g Penanggung taatanst
| Pelaksanaan Pendukung
I R i Jawah ki
15.4. Menvusun database | Tersusunnva database 2021-2024 | Kemenlerian 1. Kementerian
nasional terkait nilai | nilai simpanan karbon Pertanian Lingkungan
simpanan karbon dan emisi GRK vang Hidup dan
dan emisi GRK dihasilkan oleh sektor Kehutanan
kelapa sawit perkebunan kelapa 2. Badan Restorasi
sawit Gambut
3. Pemerinlah
Provinsi
4. Pemerintah
Kabupaten/Kota
- 5. Pelaku Usaha
| 15.5. Menyusun rencana Tersedianya rencana 2021 - 2024 | Kementerian 1. Kementerian
aksi mitigasi aksi mitigasi penurunan | | Pertanian Lingkungan
penurunan emisi emisi GRK secara Hidup dan
GREK secara | terintegrasi dari Kehutanan

N
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terintegrasi di
perkebunan kelapa
sawit

perkebunan sawit

2. Badan Restorasi
Gambut

3. Pemerintah
Provinsi

4. Pemernntlah
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Instansi
Waktu Instansi
o Pr K t Kel P
| No ogram egiatan eluaran Pela L enanggung Pohdik g
B § | L Jawab il
. 4. Pemerintah
Kabupaten/Kota
| 5. Pelaku Usaha
15.6. Pelaksanaan aksi | Laporan potensi 2021 - 2024 | Kementerian 1. Kementerian

||

Salman sesuai

mitigasi,
pemantauan, dan
verifikasi penurunan
emisi GRK di
perkebunan sawit

penurunan emisi GRK
di perkebunan kelapa
sawit

Pertanian

Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan

2. Badan Restorasi
Gambut

3. Pemerintah
Provinsi

4. Pemerintah
Kabupaten/Kota

5. Pelaku Usaha

16. Pengukuran
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16. | Pengukuran, 16.1. Melaksanakan MRV 16.1.1. Tersedianya 2021 - 2024 | Kementerian 1. Kementerian
pelaporan dan potensi penurunan laporan hasil Lingkungan Hidup Pertanian
verifikasi emisi GRK di MRV potensi dan Kehutanan 9 Badan Restorasi
|{measurement, perkebunan kelapa penurunan emisl Gl yrebarit
reporting, and sawit GRK di ;
verification/MRV) perkebunan 3. Ww“ﬂ%ﬁﬁ
potensi penurunan | kelapa sawit di .
emisi GRK di 26 provinsi 4. Pemerintah .
perkebunan kelapa 16.1.2. Terverifikasinya | 2021 - 2024 Kabupaten/Kota
sawit pPenurunan mHn.:__JH | 5. Pelaku .C.mmugm.
di perkebunan
kelapa sawit
16.2. Meningkatkan Tersedianya SDM yang 2021 - 2024 | Kementerian 1. Kementerian
kapasitas Sumber memiliki kompetensi Lingkungan Hidup Pertanian
Daya Manusia (SDM) melakukan pengukuran dan Kehutanan 4 Radan Pestorasi
dalam penurunan cmisi GRK Ganihiet
i 3. Pemerintah
_ . . “ Provinsi
= 4. Pemerintah




PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

A

Kegiatan

Keluaran

Waktu
Pelaksanaan

Instansi

Penanggung
Jawab

Instansi
Pendukung

17.

Peningkatan
pemanfaatan lahan
kritis sebagai upaya
penurunan emisi
GRK dalam
perkebunan kelapa
sawit

Pemerintah
Kabupaten/Kota

Pelaku Usaha

17.1. Melakukan
identifikasi lahan

_ kritis maupun status

kepemilikan di dalam

dan/atau di luar

kawasan hutan

Tersedianyva data lahan
kritis dan status
kepemilikan di dalam
dan/atau di luar
kawasan hutan yang
diperbaharui secara
berkala

2020 - 2024

Kementerian
Apraria dan Tata
Ruang/Badan
Pertanahan
Nasional

Kemenlerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Kementerian
Pertanian

Badan Restorasi
Gambut

Pemerintah
Provinsi
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Pelaku Usaha

-~
Salinan sesuwm
dengzan aslinya

J

17.2. Menyusun
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No.

48
Instansi
Waktu
Program Kegiatan Keluaran Pelakasaian Penanggung
RIS PR : Jawab
17.2. Menyusun regulasi Tersusunnya regulasi 2020 Kementerian
dan petunjuk teknis | dan petunjuk teknis Agraria dan Tata
terkait peningkatan terkait pemberian Ruang/Badan
eleklifitas peluang pengelolaan Pertanahan
pengelolaan lahan lahan kritis Nasional
kritis
17.3. Membangun data Tersedianva data dasar 2020-2022 | Kementerian

dasar pertanahan
dan lahan kritis di
perkebunan kelapa
sawit

pertanahan dan lahan
kritis di sektor
perkebunan kelapa
sawit

Agraria dan Tata
Ruang/Badan
Pertanahan
MNasional

Instansi
Pendukung

1.

Kementerian
Lingkungan |
Hidup dan
Kehutanan
Kementerian
Pertanian

Badan Restorasi
Gambut
Pemerintah
Provinsi
FPemerintah
Kabupaten /Kota

Pelaku Usaha

Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan

2. Kementerian
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17.4. Melakukan kajian

49
Instansi i
Kegiatan Keluaran 7 e Penanggun Aheane!
g | Pelaksanaan Betng Pendukung
A I Jawab, i _
2. Kemenlerian
Pertanian
Badan Restorasi
Gambut
Badan Informasi
Geospasial
Pemerintah
Provinsi
Pemernntah
Kabupaten /Kota
Pelaku Usaha
Tersedianya kajian 2020-2022 | Kementerian Kementerian
sosial, ekonomi dan | tenitang sosial, ekonomi Agraria dan Tata Lingkungan
ekologi serta dan ekologi serta Ruang/Badan Hidup dan
kesesuaian lahan kesesuaian lahan kritis Pertanahan Kehutanan
kritis untuk rencana | untuk rencana Nasional

pemanfaatan

_l Salinan gesual
dengan sfins

pemaniaatan

Kementerian
Pertanian

3. Badan
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Keluaran Waktu WMMMMmumW
Pelaksanaan | ggung
L Jawab

18. | Pemanfaatan limbah
kelapa sawit untuk
peningkatan rantai
nilai ekonomi

15.1.

Melaksanakan kajian
studi kelayakan
tentang pemanfaatan
limbah padat dan
limbah cair kelapa
sawil untuk berbagai
kepentingan

Tersedianya hasil kajian 2019-2022  Kementerian

| dan berbagai Pertanian

pengetahuan tentang
tata cara pemanfaatan
limbah untuk berbagai
kepentingan

Instansi
Pendukung

Badan Restorasi
Gambul

Pemerintah
Provinsi

Pemerintiah
Kabupaten/Kota
Pelaku Usaha
Kemenlerian
Koordinator
Bidang
Perekonomian
Kementerian
Energi dan
Sumber Dayva
Mineral
Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan

4. Badan .
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No. Program
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_ Instansi
Waktu Instansi
Kegiatan Keluaran PN et hann Penanggung Pendukung
1 Jawab LIRS
4. Badan Pengelola
Dana
Perkebunan
SIS, = Kelapa Sawit |
18.2. Mengembangkan Tersedianya strategi 2019-2022 | Kementerian 1. Kementerian
strategl business to | business to business Pertanian Energi dan

business dalam
pemanfaatan batang
kelapa sawit sebagal
bahan baku berbagai
industri, nira kelapa
sawit sebagal bahan
baku gula merah

dalam pemanfaatan
batang kelapa sawit
scbagail bahan baku
berbagai industri, dan
nira kelapa sawit
sebagal bahan baku
gula merah

Sumber Daya
Mineral

2. Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutlanan

3. Badan Pengelola
Dana
Perkebunan
Kelapa Sawit

4, Pelaku Usaha

18.3. Meningkatkan
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19.
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. 1 Waktu P grnars Instansi
Program Kegiatan Keluaran Pl ks anaas enanggung Péndukunp
ki A Jawab
118.3. Meningkatkan Meningkatnya jumlah 2019-2022 | Kementerian 1. Kementerian
integrasi perkebunan | perusahaan yang Pertanian Energi dan
kelapa sawil dan mengintegrasikan Sumber Dava
peternakan perkebunan kelapa Mineral
sawit dan peternakan 2. Kemenlterian
Linglkungan
Hidup dan
Kehutanan
3. Badan Pengelola
Dana
Perkebunan
Kelapa Sawit
- ) 4. Pelaku Usaha
Peningkatan Mclakukan pemantauan  19.1.1.Tersedianya 2020-2024 | Kementerian 1. Kementerian
pemanfaatan produk | dan evaluasi laporan hasil Energi dan Sumber Pertanian
kelapa sawit sebagai | pemanfaatan Palm Oil Mill pemantauan dan Daya Mineral 2. Kementerian
energi terbarukan Effluent (POME) sebagai evaluasi Lingkungan
dalam rangka energl terbarukan pemanfaatan Hidup dan
ketahanan energi POME sebagai Kehutanan

cnergl alternatil

19.1.2. Meningkatnya ...
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19.1.2 Meningkatnva 3. Kementerian
” jumlah kerjasama Badan Usaha
perusahaan Milik Negara
kelapa sawit 4. Pemerintah
dengan Provinsi
Perusahaan 5. Pemerintah
Listrik Negara Kabupaten/Kota
dalam 6. Pelaku Usaha
pemanfaatan
POME scbagai
energi terbarukan

D. TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANAN SENGKETA ) . 3 ]

20. | Percepatan realisasi | 20.1.Melakukan review Tersedianya 2019-2021 | Kementerian I Kemenlerian
kewajiban terhadap regulasi rekomendasi perbaikan Pertanian Agraria dan .q.mﬁm
perusahaan dalam asilitasi atau penyempurnaan Ruang/Badan
memfasilitasi pembangunan kebun | regulasi fasilitasi Pertanahan
pembangunan kebun kelapa sawit pembangunan kebun _ Nasional
kelapa sawit masyarakat kelapa sawit 2. Kementerian
berkelanjutan bagi masyarakat Lingkungan
masyarakat Eacuu dan

Kehutanan

3. Kementerian
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Kegiatan

nn:@ va

20.2 Melakukan

konsultasi publik

mengenai rancangan

peraturan tentang
fasilitasi

pembangunan kebun

kelapa sawit
masyarakat oleh
perusahaan

54
Keluaran Waktu m.ann__uﬂmhmum“u tastans)
| Pelaksanaan ggung Pendukung
| Jawab
3. Kementerian
Dalam Negeri
4. Pemerintah
Provinsi
5. Pemerintah
Kabupaten/Kota
6. Pelaku Usaha
_ Terdapainya umpan 2019-2020 Kementerian 1. Kementerian
balik dari para m Pertanian Agraria dan Tata
pemangku kepentingan Ruang/Badan
Mmengenai rancangan Pertanahan
peraturan tentang Nasional
fasilitasi pembangunan 2. Kementerian
kebun kelapa sawit Lingkunean
| masyarakat oleh Hidup dan
perusahaan Kehutanan

3. Kementerian
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o] Instansi
P Kegiat Keluaran et wmﬂummumﬂm n Thatangs
Ney TS CEMmA Pelaksanaan Egung Pendukung
. : Jawab
3. Kementerian
Dalam Negeri
4. Pemerintah
Provinsi
5. Pemenintah
Kabupaten/Kota
] | " 6. Pelaku Usaha
21. | Melakukan 21.1.Membentuk tim 21.1.1. Terbentuknya 2020-2024 | Kemenlerian 1. Kementierian
penanganan mediasi penanganar tim mediasi Agraria dan Tata Pertanian
sengketa lahan sengketa lahan dan penanganan Ruang/Badan P o s
perkebunan kelapa melakukan pelatihan sengketa lahan Pertanahan Lingkungan
sawit di kawasan mediasi dalam perkebunan Nasional Hidup dan
area penggunaan penanganan sengketa sawit di Kehialansn
lain lahan perkebunan kawasan area .
SRS . 3. Kementerian
sawit di kawasan penggunaan lain ;
area penggunaan lain |, 5 S Dalam Neger
o8 2112 Hmamw&mﬁ_m tim 4 Pervisr et
medias] vang A

memililad

kemampuan ...




PRESIDEMN
REPLUBLIK INDONESIA

_56-
1 Instansi
Kegiatan Keluaran Wektn Penanggung i
No. Program Pelaksanaan Pendukung
. _ Jawab
kemampuan 5. Pemerintah
dalam Kabupaten/Kota
penanganan
sengketa lahan
21.2 Melakukan Tersedianya hasil 2020-2024 " Kementerian 1. Kementerian
penanganan sengketa | penanganan sengketa Agraria dan Tata Pertanian
lahan melalui lahan perkebunan Ruang/Badan . S arneniterar
mediasi kelapa sawil ﬂnﬁ.ﬁ:mrmz Lingkungan
Nasional I_.aiv dan
| Kehutanan
3, Kementerian
Dalam Negeri
4. Pemerintah
Provinsi
3. Pemerintah
Kabupaten/Kota
| . . B = il 2L
‘ 21.3. Melakukan




No.

Program

PRESIDEN
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B

Kegiatan

Keluaran

21.3. Melakukan evaluasi

perkembangan
penanganan
scngketa lahan

22,

Penyelesaian status

lahan usaha

perkebunan kelapa

sawit yang
terindikasi dalam

Fw&mwmu hutan

dengan asliya

. Menyelesaikan

slalus lahan usaha
perkebunan kelapa
sawit yang
terindikasi dalam
kawasan hutan

21.3.1. Tersedianya
hasil cvaluasi
dan
rekomendasi
penanganan
sengkcta lahan

21.3.2. Berkurangnya
sengketa lahan
di wilayah
perkebunan
kelapa sawit

J Pelaksanaan

2020 - 2024

2020 - 2024

| Terselesaikannya status

lahan usaha
perkebunan kelapa
sawlt vang terindikasi
dalam kawasan hutan

2019 - 2024

Instansi §
Penanggung LBt
Finca Pendukung
Kementerian Kementerian
Agraria dan Tata Pcrtanian
Ruang/Badan Kementerian
Pertanahan Lingkungan
Nasional Hidup dan
Kehutanan
Kementerian
Dalam Negeri
Pemerintah
Provinsi
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Kementenan Kementerian
Lingkungan Hidup Pertanian

dan Kehutanan

Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang/Badan
Pertanahan
Nasional

3. Pemerintah
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Program
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Keluaran

Waktu
Pelaksanaan

Instansi
Penanggung
Jawab

Instansi
Pendukung

Sahman sesud
Uenzan ashio

22.2. Menyelesaikan

keterlanjuran kebun
kelapa sawit
masyarakat di
dalam izin
pemanfaatan hutan
ranamat

Terselesaikannya
keterlanjuran kebun
kelapa sawit
masyarakat di dalam
izin pemanfaatan hutan
tanaman

2019 - 2021

Kementerian
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

3

Pemerintah
Provinsi
Pemerintah
Kabupaten/Kota

i

Kementerian
Pertanian
Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang/Badan
Pertanahan
Nasional
Pemerintah
Provinsi
Pemerintah
Kabupaten/Kota

22.3. Melaksanakan .
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-39-
Kegiat Keluaran Makty whmmwmumw patan
No. Program M Pelaksanaan sgung Pendukung
! | Jawab
22.3. Melaksanakan 22.3.1 Tersedianya data 2019 - 2021 | Kementerian 1. Kementerian
pendataan lahan lahan kebun Lingkungan Hidup Pertanian
perkebunan kelapa kelapa sawit dan Kehutanan 2. Kementerian
sawil Hﬂwm%mwmwmﬂ masvarakat vang Agraria dan Tata
vang terindikasi terindikasi Ruang/Badan
dalam kawasan dalam kawasan Pertanahan
hutan hutan Nasional
22.3.2.Tersedianya peta 2019-2021 3. Pemerintah
indikatif dan Provinsi
permasalahan 4. Pemerintah
lahan kebun Kabupaten /Kota
kelapa sawit
masyarakat vang
terindikasi
dalam kawasan
hutan
| Reli ﬁ,._w_[_ 22.3.3. Tersedianya
an__mvz_:_u; B
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Program

Kegiatan

Eeluaran

Waktu
Pelaksanaan

22.3.3.Tersedianya
database dan
hasil verifikasi
data kebun
kelapa sawit
masyarakal yang
terindikasi
didalam
kawasan hutan

Instansi
Penanggung
Jawab

Instansi
Pendukung

2019 - 2021

22.4. Melakukan fasilitasi
pemenuhan
persyaratan izin
perhutanan sosial,
1zin pemanfaatan
hutan tanaman
atau perubahan
peruntukan
kawasan hutan

Terbitnya izin

perhutanan sosial, izin

pemanfaatan hutan

tanaman atau

perubahan peruntukan

kawasan hutan vang

| keberadaannya sebelum
penunjukan kawasan

| hutan

2019 - 2024

Salinan sesyai
denpan asligya

Kemenlerian
Lingkungan Hidup
dan Kchutanan

2

Kementerian
Pertanian
Kementerian
Agraria dan Tata
Ruang/Badan
Pertanahan
Nasional
Pemerintah
Provinsi

yang ...
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1 Waktu e Instansi
No. Program Kegiatan Keluaran O R Penanggung B ndiine
LJawab
vang keberadaannya Potrierititak
sebelum Kabupaten/Kota
penunjukan
kawasan hutan S
23. | Legalisasi lahan 23.1. Melakukan legalisasi | Terbitnya sertifikat 2020 - 2024 | Kementerian Kemenlerian
hasil penyelesaian lahan dalam rangka @ hasil legalisasi lahan Agraria dan Tata Pertanian
status perkebunan reforma agraria dalam rangka reforma Ruang/Badan Kementerian
yang terindikasi sebagai tindak agraria sebagai lindak Pertanahan Lingkungan
dalam kawasan lanjut penyelesaian | lanjut penvelesaian Nasional Hidup dan
hutan dan status perkebunan status perkebunan vang Eebitanam
penyelesaian vang terindikasi terindikasi dalam .
Kementerian

sengketa lahan

dalam kawasan
hutan

kawasan hutan

Salinan scgliai

Dalam Negeri
Pemerintah
Provinsi
Pemerintah
Kabupaten/Kota

23.2. Melakukan ...
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Instansi !
Kel Waktu MR Instansi
No. Program Kegiatan eluaran R enanggung Pendukung
Jawab
23.2. Mclakukan legalisasi | Terbitnya sertifikat hasil 2020 — 2024 | Kementerian 1. Kementerian
lahan dalam rangka | legalisasi lahan dalam Agraria dan Tata Pertanian
reforma agraria rangka reforma agraria Ruang Badan 2 Kementerian
sebagai tindak sebagai tindak lanjut Pertanahan Lingkungan
lanjut penyelesaian | penyelesalan sengkela Nasional Hidup dan
sengketa lahan lahan perkebunan Kehutanan
ﬁml@#::ms kelapa | kelapa sawit e
RawlL Dalam Negeri
4. Pemerintah
Provinsi
5. Pemerintah
~ Kabupaten/Kota
24. | Penyelesaian status | 24.1. Menata lahan usaha | Diterapkannya usaha 2019-2023 Kementerian 1. Kementerian
lahan usaha perkebunan dengan | perkebunan yang “clear Lingkungan Pertanian
perkebunan yang sistem tala kelola and clean” dengan Hidup dan 9 Kementerian
terindikasi di (tata hidrologi) sistem tata kclola (tata Kehutanan Dalam Negeri
ekosistem gambut ekosistem gambut Emﬁﬁu_omz ckosistem 5 prGHaN
samn . Provinsi
Salinan s#uai

4. Pemerintah ...
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24.2.2. Tersedianya peta

indikatif kebun
kelapa sawit
masyarakat yang
terindikasi di
ekosistem
gambut

2019-2023

63
| Instansi
Waktu Instansi
No. Program
gra Kegiatan Keluaran PalAli At Penanggung Pendukung
y i Jawab
4. Pemerintah
Kabupaten/Kota
24.2. Melakukan 24.2.1. Tersedianya data 2019-2023 Kementerian 1. Kemenierian
pendataan kebun lahan kebun Lingkungan Pertanian
kelapa sawit kelapa sawit Hidup dan 2. Kementerian
masyarakat yang masyarakat yang Kchutanan Dalam Negeri
: : . ekosistem Provinsi
gambut

4. Pemerintah
Kabupaten/Kota

24 2 3. Tersedianya
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Instansi
4 Waktu Instansi
No. Program Kegiatan Keluaran PelibhAGaa Penanggung Pendukung
i Jawab
24.2.3.Tersedianva 2019-2023

rekomendasi

penvelesaian

hasil identifikasi

kebun kelapa

sawit masyarakat

vang terindikasi

di ekositem

gambut

25. Pelaksanaan review 251 Melakukan review Tersusunnya 2020-2021 | Kementerian 1. Kementerian
regulasi _ terhadap regulasi rekomendasi usulan Ketenagakerjaan Pertanian
ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan perbaikan terkait 2  Pemerintah
diseminasi terkait terkait dengan isu- | dengan isu-isu . Broviiiag
pengawasan atas isu ketenagakerjaan | ketenagakerjaan dalam :
pelaksanaan sistem dalam sektor sektor perkebunan i s L
Keselamatan dan perkebunan kelapa | kelapa sawit Kabupaten/Kota |
Kesehatan Kerja (K3) sawit
_ dan Jaminan Sosial

Tenaga ...
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Instansi
No Program Kegiatan Keluaran et Penanggung IRt
; Pelaksanaan Pendukung
——— S-S e e e e — ‘Hmﬂmw
Tenaga Kerja dalam 25.2. Meningkatkan Terselenggaranva 2020-2024 | Kementerian 1. Kementerian
usaha perkebunan kualitas kader pendidikan dan Ketenagakerjaan Pertanian
kelapa sawit norma pelatihan kader norma 9 Pemerintah
ketenagakerjaan ketlenagakerjaan dan Provinsi
dan ahli K3 pada ahli K3 pada e
perkebunan kelapa  perkebunan kelapa Kabupaten /Kota
sawit sawit secara berkala di : ._ u U m.__
| 26 provinsi penghasil +i PRl isat
kelapa sawit )

25.3. Mcningkatkan Terlaksananyva 2019 - 2024 | Kementerian 1. Kementerian
sosialisasi dan sosialisasi dan Ketenagakerjaan Pertanian
diseminasi regulasi | diseminasi regulasi 2. Badan
kepada perusahaan | kepada perusahaan dan Penyelenggara
dan pekebun kelapa | pekebun kelapa sawit Jaminan Sosial
sawit meliputi meliputi penvampaian Ketenagakerjaan
penyampaian dan dan penanganan A - Persrintah
penanganan permasalahan, K3, serta o
permasalahan, K3, | jaminan sosial ,
serta jaminan sosial ~ ketenagakerjaan secara 4. _u_ﬁ—ﬁ...ﬂ::mr -
ketenagakerjaan berkala di 26 provinsi Kabupaten/Kota

L ' penghasil kelapa sawit 5. Pelaku Usaha
- 25.4. Pengawasan
Salinan scguai
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Instansi .
Program Kegiata Kel n Penanggun Hptare:
oy FRI. R Pelaksanaan EEUnE Pendukung
i iy Jawab
25.4. Pengawasan Terlaksananya 2019-2024 | Kementerian 1. Kementerian
pelaksanaan perigawasan Ketenagakerjaan Pertanian
regulasi meliputi K3 | pelaksanaan regulasi 7. Badan
dan .EE.E.&D. sosial Mﬁa_mﬁsﬂ. K3 _QmE Penyelenggara
ketenagakerjaan jaminan sosial Jaminan Sosial
untuk usaha ketenagakerjaan untuk Ketenagakerjaan
perkebunan kelapa | usaha perkebunan .
; [ ; 3. Pemerintah
sawit kelapa sawit pada 26 I
Mgl ] Provinsi
provinsi penghasil i
kelapa sawit secara 4. Pemerintah
berkala Kabupaten /Kota
5. Pelaku Usaha

E. DUKUNGAN
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26. Pelaksanaan
sosialisasi ISPO
untuk pemangku
kepentingan
nasional

E. DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES
PASAR PRODUK KELAPA SAWIT

I

Salinan sesua

dengan wflinya :
L .

26.1. Menyusun peta Tersedianya peta jalan 2020-2023 | Kementerian 1. Kementerian
jalan strategi strategi komunikasi di Pertanian Perdagangan
komunikasi di tingkat nasional, o Radan
tingkat nasional, provinsi dan | .mf.d dsrdisas:
provinsi, dan kabupaten/kota zmﬁszi
kabupaten/kota )

3. Pemerintah
Provinsi
4. Pemerintah
Kabupaten/Kotla
B 5. Pelaku Usaha

26.2. Meningkatkan 26.2.1. Meningkatnya 2019 - 2024 | Kementerian | 1. Pemerintah
frekuensi sosialisasi jumlah para Pertanian Provinsi
sistem sertifikasi Hu:._mw yang S sty
ISPO memahami K -

; abupaten/Kota
pentingnya
sertifikasi ISPO | 3. Pelaku Usaha
|
|
| -
26.2.2. Meningkatnya
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27. | Percepatan
pelaksanaan
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dan pekebun
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Kegiatan Keluaran P
gia Pelaksanaan FAREEINE Pendukung
Jawab |
26.2.2_Meningkatnya 2019 - 2024 |
jumlah .
perusahaan dan _
pekebun yang
mendapat _
o sertifikat ISPO
27.1. Melakukan Meningkatnya jumlah 2019 - 2024 | Kementerian 1. Pemerintah |
pendampingan/ pekebun yang Pertanian Provinsi
wnmwwwcrm:ﬁsﬂmm Emz%zzw_wmw.mﬂ: m:“p_h 2. Pemerintah
pekebun untu e apatkan sertifikat Kabupaten/Kota
pemenuhan ISPO .
sertifikas: [SPO . 3. Pelaku Usaha |
27.2. Meningkatkan 27.2.1 Meningkatnva 2019 - 2024 | Kementlerian 1. Pemerintah
jumlah dan jumlah dan Pertanian Provinsi
Penilai Usaha gt S e
& S dll Cldllal dl
K : £
Perkebunan (PUP) dacrah untuk SRpE Bn Lo
dan dana kegiatan 3. Pelaku Usaha
Pemerintah Daerah pelaksanaan

untuk
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Instansi
! Waktu Instansi
No. Program Kegiatan Keluaran
g gla Pelaksanaan FepanEEURE Pendukung
Jawab
_ untuk proses penilaian usaha
penilaian kebun perkebunan
sebagai prasyarat
Eﬂbgm.ﬁm.ﬁ—mmwﬁ AT ?___mﬁmﬁm—ﬂmﬁ:%m. 2019 - 2024
sertifikat [SPO jumlah kebun
vang sudah
mendapatkan
_ penilaian kelas
kebun _
27.3. Menyusun panduan | Tersusunnya panduan 2020-2022 | Kemenlerian 1. Pemerintah
kemitraan antara kemitraan antara Pertanian Provinsi
perusahaan dan perusahaan dan o
pekebun untuk pekebun untuk 4 Pemes i
. s Kabupaten/ Kota
memperoleh mendapatkan sertfikat
sertifikat [SPO [ ISPO
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27.4. Menyelenggarakan Meningkatnva jumlah 2019 - 2024 Kementerian 1. Badan Pengelola
pelatihan ISPO petugas pendamping Perlanian Dana
untuk petugas di untuk sertifikasi ISPO Perkebunan
provinsi dan Kelapa Sawit
kabupaten/kota 2. Pcmerintah
Provinsi
3. Pemerintah
Kabupaten/Kota
- - ) 4. Pelaku Usaha
27.5. Membentuk Terbentuknya kelompok = 2019-2022  Kementerian 1. Kementerian
kelompok kerja kerja sebagai wadah Pertanian Lingkungan
sebagai wadah informasi dan Hidup dan
informasi dan konsultasi [SPO Kehutanan
konsultasi ISPO 2. Kementerian
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Penyelenggaraan
diplomasi, promosi
dan advokasi menuju
keberterimaan ISPO
oleh pasar
internasional
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28.1.

Menyusun strategi
diplomasi menuju
keberterimaan ISPO
di tingkat
internasional

Tersedianya strategi
diplomasi menuju
keberterimaan ISPO di
lingkat internasional

Waktu

Pelaksanaan it

| Jawab

Instansi

Instansi
Pendukung

Badan
Standardisasi
Nasional

Badan Pengelola
Dana
Perkebunan
Kelapa Sawil

Kementerian Luar
Negeri

2020 - 2021

Kementerian
Perdagangan
Kementerian
Pertanian
Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Badan
Standardisasi
Nasional

5. Badan ...
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Waktu

. Pelaksanaan

Penanggung

Instansi
Pendukung

Melakukan
koordinasi diplomasi
menuju
keberterimaan ISPO
di tingkat
internasional

Terlaksananya
koordinasi diplomasi
menuju keberterimaan
ISPO di ungkat
internasional

5. Badan Pengelola

Dana
Perkebunan
Kelapa Sawit
Pelaku Usaha

2020-2024

Kementerian Luar

. Kementerian

Perdagangan
Kementerian
Pertanian
Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kchutanan
Badan
Standardisasi
Nasional
Badan Pengelola
Dana
Perkebunan
Kelapa Sawit

6. Pelaku
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Waktu Instansi
No. | Program Kegiatan Keluaran Pelblaamiain Penanggung Pl e ks
_ Jawab
6. Pelaku Usaha
28.3. Menyusun strategi Tersedianya strategi 2020 - 2024 | Kementerian 1. Kementerian
promosi dan promosi dan advokasi Perdagangan Luar Negeri
advokasi menuju menuju keberterimaan | 2. Kementerian
“ keberterimaan ISPO | ISPO di tingkat Berignian
di tingkat internasional i :
: : 3. Kementerian
internasional : :
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
4. Badan
| Standardisasl
Nasional
5. Badan Pengelola

Dana

Perkebunan

Kelapa Sawit
6. Pelaku Usaha

28.4. Menvelenggarakan
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Kegiatan 1 Penanggu
giata Keluaran e P ggung

Jawab

28.4. Menvelenggarakan Tersclenggaranya 2020 - 2024 | Kementerian

promosi dan promosi dan advokasi Perdagangan

advokasl menuju
keberterimaan [SPO
di tingkat
internasional

menuju keberterimaan
ISPO di tingkat
internasional

Salinan scsum

dengan usljpya
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Instansi
Pendukung

Kementeran
Luar Negeri

Kemenlerian
Pertanian

Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Badan
Standardisasi
Nasional
Badan Pengelola
Dana
Perkebunan
Kelapa Sawit
Pelaku Usaha

28.5, Melakukan
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28.5. Melakukan 28.5.1.Terwujudnya 2024 Kementerian
kerjasama kerjasama Luar Negeri
dengan negara- dengan negara-
negara negara
konsumern konsumen
meclalui berbagai melalui
program berbagai
prograim 2024
28.5.2.Tercapainya
kesepahaman
dengan negara-
negara importir

menuju
keberterimaan
ISPO
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Kementerian
Perdagangan
Kementerian
Pertanian
Badan
Standardisasi
Nasional
Badan Pengelola
Dana
Perkebunan
Kelapa Sawit
Pelaku Usaha




